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[bookmark: _Toc239848501]A. 	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Cara Membongkar Rumah Kosong Menurut Hukum Pidana
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang cukup sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, perbuatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga sebagai tindakan yang dilakukan dengan cara tertentu yang memperberat sifat pidananya.[footnoteRef:1] [1: Pasal 476, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Secara umum, pencurian dipahami sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur tersebut menjadi dasar untuk membedakan pencurian dengan perbuatan lain yang sama-sama berkaitan dengan harta benda, seperti penggelapan atau penadahan.[footnoteRef:2] [2:  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 249.] 

Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian tidak hanya diatur dalam bentuk pencurian biasa, tetapi juga dalam bentuk pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan terjadi apabila pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu, pada waktu tertentu, terhadap objek tertentu, atau dengan cara tertentu yang menunjukkan tingkat keseriusan perbuatan yang lebih tinggi.[footnoteRef:3] [3: Pasal 477 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Perbuatan mencuri  dari rumah kosong dengan cara membongkar rumah pada dasarnya memuat dua hal penting, yaitu adanya pengambilan barang milik korban dan adanya cara masuk yang dilakukan secara melawan hukum. Cara membongkar rumah menjadi keadaan yang memperberat karena memperlihatkan adanya usaha aktif pelaku untuk merusak atau memaksa masuk ke tempat yang dilindungi hukum.[footnoteRef:4] [4: Pasal 363 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Rumah sebagai tempat tinggal memiliki kedudukan penting dalam hukum karena berkaitan dengan rasa aman, privasi, dan perlindungan terhadap harta benda seseorang. Oleh karena itu, pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar rumah tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga mengganggu ketenteraman dan rasa aman korban.[footnoteRef:5] [5: Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.] 

Dalam KUHP lama, pencurian biasa dikenal melalui Pasal 362, sedangkan pencurian dengan pemberatan dikenal melalui Pasal 363. Ketentuan tersebut menjadi dasar konseptual untuk memahami pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.[footnoteRef:6] [6: Pasal 362 dan Pasal 363, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pencurian biasa diatur dalam Pasal 476, sedangkan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477. Dengan demikian, perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong lebih tepat dipahami sebagai pencurian dengan pemberatan apabila seluruh unsurnya terpenuhi.[footnoteRef:7] [7: Pasal 476 dan Pasal 477, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Pengaturan pencurian dengan pemberatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban. Hal ini karena perbuatan pelaku dilakukan dengan cara yang lebih meresahkan dibandingkan pencurian biasa, terutama ketika pelaku memanfaatkan keadaan rumah yang sedang tidak dihuni oleh pemiliknya.[footnoteRef:8] [8:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 59.] 

Perbuatan membongkar rumah kosong menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mempunyai niat mengambil barang, tetapi juga melakukan tindakan pendahuluan untuk membuka akses secara tidak sah. Tindakan tersebut dapat berupa merusak pintu, jendela, kunci, ventilasi, atau bagian lain dari rumah agar pelaku dapat masuk dan mengambil barang.[footnoteRef:9] [9:  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013), hlm. 182.] 

 sebagai objek pencurian merupakan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan nilai pribadi bagi pemiliknya. Selain nilai harga,  sering menyimpan data, dokumen, pekerjaan, atau informasi pribadi korban, sehingga kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil.[footnoteRef:10] [10:  Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 88.] 

Pengaturan hukum pidana terhadap pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong harus dilihat dari hubungan antara unsur mengambil barang, unsur melawan hukum, dan unsur pemberatan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan karena tanpa adanya pengambilan barang, perbuatan tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai pencurian.[footnoteRef:11] [11:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 49.] 

Unsur mengambil dalam pencurian berarti memindahkan penguasaan barang dari korban kepada pelaku. Dalam perkara pencurian , unsur ini terpenuhi apabila  telah dikuasai oleh pelaku, baik sudah dibawa keluar dari rumah maupun ditemukan berada dalam penguasaan pelaku setelah kejadian.[footnoteRef:12] [12:  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Rajawali Pers: Jakarta, 2014), hlm. 67.] 

Unsur barang dalam perkara ini terpenuhi karena  termasuk benda bergerak yang dapat dimiliki, dikuasai, dan mempunyai nilai ekonomi. Dalam hukum pidana, barang yang menjadi objek pencurian tidak harus selalu bernilai sangat tinggi, sepanjang barang tersebut merupakan milik orang lain dan diambil tanpa hak.[footnoteRef:13] [13:  S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, 1996), hlm. 204.] 

Unsur milik orang lain menjadi penting karena pencurian hanya dapat terjadi apabila barang yang diambil bukan milik pelaku. Apabila  tersebut milik korban atau setidak-tidaknya berada dalam penguasaan sah korban, maka pengambilan tanpa izin oleh pelaku dapat masuk dalam konstruksi tindak pidana pencurian.[footnoteRef:14] [14:  Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Refika Aditama: Bandung, 2012), hlm. 15.] 

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menunjukkan adanya sikap batin pelaku. Dalam perkara pencurian  dari rumah kosong, maksud tersebut dapat dilihat dari tindakan pelaku yang masuk secara tidak sah, mengambil , membawa pergi, menyembunyikan, menjual, atau menggunakan barang tersebut tanpa izin pemiliknya.[footnoteRef:15] [15:  Sudarto, Hukum Pidana I, (Yayasan Sudarto: Semarang, 1990), hlm. 40.] 

Pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Kepentingan yang dilindungi dalam perkara ini adalah hak milik, keamanan rumah, dan ketertiban umum.[footnoteRef:16] [16:  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 27.] 

Rumah kosong dalam perkara ini bukan berarti rumah tersebut kehilangan perlindungan hukum. Meskipun pemilik sedang tidak berada di rumah, rumah tetap merupakan tempat yang dilindungi, dan setiap orang dilarang masuk atau merusak bagian rumah tanpa hak.[footnoteRef:17] [17: Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.] 

Cara membongkar rumah menjadi dasar pemberatan karena perbuatan tersebut biasanya dilakukan dengan persiapan dan kehendak yang lebih kuat. Pelaku tidak sekadar menemukan barang lalu mengambilnya, tetapi sengaja melakukan usaha untuk membuka akses ke dalam rumah korban.[footnoteRef:18] [18: Pasal 477 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H. pada tanggal 05 Juni 2026, perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi karakter pencurian dengan pemberatan karena pelaku masuk ke rumah korban dengan cara yang tidak sah.[footnoteRef:19] [19: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Penyidik juga menjelaskan bahwa dalam praktik penyidikan, penentuan pasal tidak hanya dilihat dari barang yang dicuri, tetapi juga dilihat dari bagaimana cara pelaku melakukan pencurian. Apabila pelaku membongkar pintu, jendela, atau bagian rumah lain, maka unsur pemberatan menjadi perhatian utama penyidik.[footnoteRef:20] [20: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Keterangan Bripka Candra Simarmata pada tanggal 05 Juni 2026 menegaskan bahwa perbuatan membongkar rumah menunjukkan adanya niat dan upaya pelaku untuk menguasai barang milik korban. Oleh karena itu, perkara semacam ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan pencurian biasa.[footnoteRef:21] [21: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Dalam hukum pidana, keadaan memberatkan dapat berasal dari waktu, tempat, cara, jumlah pelaku, atau keadaan korban. Pada perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, pemberatan terutama terletak pada cara masuk ke rumah dan keadaan rumah sebagai tempat tertutup milik korban.[footnoteRef:22] [22: Pasal 477 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Pencurian dengan pemberatan memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa karena perbuatannya dianggap lebih meresahkan. Hal ini sejalan dengan asas bahwa semakin tinggi tingkat bahaya suatu perbuatan, semakin besar pula kemungkinan pidana yang dapat dijatuhkan.[footnoteRef:23] [23:  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Alumni: Bandung, 2010), hlm. 52.] 

Pengaturan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan. Ancaman pidana yang lebih berat diharapkan dapat menekan niat pelaku yang hendak melakukan pencurian dengan cara membongkar rumah, terutama pada rumah yang sedang kosong.[footnoteRef:24] [24:  Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Refika Aditama: Bandung, 2013), hlm. 65.] 

Dalam perkara pencurian , penyidik perlu menilai apakah kerusakan pada rumah benar-benar berkaitan dengan tindakan pelaku. Apabila kerusakan tersebut menjadi jalan masuk untuk melakukan pencurian, maka kerusakan itu dapat memperkuat dugaan adanya pencurian dengan pemberatan.[footnoteRef:25] [25: Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Pengaturan hukum pidana juga mengharuskan adanya pembuktian yang cukup sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, penyidik tidak cukup hanya mendasarkan pada laporan korban, tetapi harus mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, dan keterangan tersangka.[footnoteRef:26] [26: Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Dalam perkara pencurian dengan membongkar rumah kosong, barang bukti yang penting biasanya berupa  hasil pencurian, alat yang digunakan untuk membongkar, bekas kerusakan, rekaman CCTV, serta keterangan saksi yang mengetahui keadaan sebelum atau sesudah kejadian.[footnoteRef:27] [27: Pasal 39 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Apabila  ditemukan kembali dalam penguasaan pelaku, hal tersebut dapat menjadi petunjuk penting bahwa pelaku telah menguasai barang hasil pencurian. Namun demikian, penyidik tetap harus membuktikan hubungan antara pelaku, barang bukti, dan peristiwa pembongkaran rumah.[footnoteRef:28] [28: Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H. menunjukkan bahwa dalam praktiknya penyidik terlebih dahulu menelusuri kronologi peristiwa, waktu kejadian, keadaan rumah, cara pelaku masuk, serta posisi barang sebelum dan sesudah kejadian. Langkah ini dilakukan agar penerapan pasal sesuai dengan fakta perkara.[footnoteRef:29] [29: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Bripka Candra Simarmata juga menjelaskan bahwa keterangan korban sangat penting untuk memastikan bahwa  benar-benar milik korban dan diambil tanpa izin. Keterangan tersebut biasanya diperkuat dengan bukti kepemilikan, ciri-ciri , atau data lain yang menunjukkan hubungan korban dengan barang yang dicuri.[footnoteRef:30] [30: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Berdasarkan pengaturan hukum pidana, perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur tersebut meliputi adanya pelaku, adanya pengambilan barang, barang milik orang lain, maksud memiliki secara melawan hukum, serta cara melakukan pencurian yang memberatkan.[footnoteRef:31] [31: Pasal 476 jo. Pasal 477, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai akibat berupa hilangnya barang, tetapi juga cara pelaku melakukan perbuatannya. Dengan demikian, membongkar rumah kosong menjadi keadaan penting yang dapat memperberat penilaian hukum terhadap pelaku.[footnoteRef:32] [32:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 35.] 

Dalam konteks perlindungan korban, pengaturan pencurian dengan pemberatan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku secara lebih tegas. Hal ini penting karena korban tidak hanya mengalami kehilangan , tetapi juga mengalami kerusakan rumah dan gangguan rasa aman.[footnoteRef:33] [33:  Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), hlm. 23.] 

Dengan demikian, pengaturan hukum tindak pidana pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam hukum pidana Indonesia. Perbuatan tersebut memenuhi karakter pencurian dengan pemberatan karena dilakukan terhadap barang milik orang lain dengan cara membongkar atau memasuki rumah secara tidak sah.[footnoteRef:34] [34: Pasal 477 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dalam melihat pengaturan hukum terhadap pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, penting juga dipahami bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga memberikan batasan mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana. Perbuatan pelaku harus memenuhi rumusan delik yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga aparat penegak hukum tidak boleh menafsirkan suatu perbuatan secara sembarangan tanpa dasar hukum yang jelas.[footnoteRef:35] [35:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 23.] 

Asas legalitas menjadi dasar utama dalam pengaturan tindak pidana pencurian. Asas ini menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur terlebih dahulu sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong harus dikaitkan dengan pasal yang secara tegas mengatur pencurian dan keadaan pemberatnya.[footnoteRef:36] [36:  Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, unsur membongkar rumah kosong tidak dapat dianggap sebagai perbuatan biasa, karena tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ruang privat korban. Rumah sebagai tempat tinggal memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga setiap tindakan memasuki atau merusak rumah tanpa izin dapat memperberat penilaian hukum terhadap pelaku.[footnoteRef:37] [37:  Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.] 

Pengaturan pencurian dengan pemberatan juga menunjukkan bahwa hukum pidana melihat cara melakukan tindak pidana sebagai bagian penting dalam menentukan berat ringannya perbuatan. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar rumah tentu berbeda dengan pencurian yang terjadi karena pelaku mengambil barang yang berada di tempat terbuka, sebab pada pencurian dengan membongkar terdapat unsur paksaan terhadap tempat atau penghalang yang melindungi barang.[footnoteRef:38] [38:  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 251.] 

Menurut penulis, pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi karena pelaku telah melakukan beberapa rangkaian perbuatan sekaligus. Pelaku tidak hanya mengambil , tetapi terlebih dahulu memasuki rumah secara tidak sah dan merusak bagian tertentu dari rumah tersebut. Rangkaian perbuatan ini menunjukkan bahwa pencurian tersebut memang layak dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan.[footnoteRef:39] [39:  P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Sinar Baru: Bandung, 1989), hlm. 36.] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H. pada tanggal 05 Juni 2026, penyidik menegaskan bahwa cara pelaku masuk ke rumah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pasal yang diterapkan. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa pelaku masuk dengan cara merusak atau membongkar, maka perkara tersebut lebih tepat dipandang sebagai pencurian dengan pemberatan.[footnoteRef:40] [40:  Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata pada tanggal 05 Juni 2026 juga memperkuat bahwa rumah kosong tetap memiliki perlindungan hukum meskipun pemiliknya sedang tidak berada di tempat. Dengan demikian, keadaan rumah kosong tidak dapat dijadikan alasan untuk memperingan perbuatan pelaku, karena yang dilanggar tetap merupakan hak milik dan keamanan tempat tinggal korban.[footnoteRef:41] [41:  Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Pengaturan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Apabila pencurian dengan membongkar rumah tidak ditindak secara tegas, maka masyarakat dapat merasa tidak aman meninggalkan rumahnya, baik untuk bekerja, bepergian, maupun keperluan lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana hadir untuk menjaga rasa aman tersebut.[footnoteRef:42] [42:  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 31.] 

Dalam hal ini,  sebagai objek pencurian juga memiliki nilai yang tidak sederhana. Selain bernilai ekonomi,  sering digunakan untuk menyimpan dokumen pekerjaan, data pendidikan, arsip pribadi, dan informasi penting lainnya. Maka dari itu, hilangnya  dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas daripada sekadar harga barang yang dicuri.[footnoteRef:43] [43:  Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 90.] 

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik, keamanan rumah, dan ketertiban masyarakat. Perbuatan tersebut memenuhi karakter sebagai pencurian dengan pemberatan karena dilakukan dengan cara melawan hukum yang lebih serius, yaitu memasuki rumah korban melalui tindakan membongkar atau merusak.[footnoteRef:44] [44:  Pasal 476 jo. Pasal 477, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dengan adanya pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum dapat menyusun konstruksi hukum yang lebih tepat terhadap perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong. Konstruksi tersebut harus menghubungkan unsur mengambil, objek berupa , kepemilikan korban, maksud melawan hukum, dan cara membongkar sebagai keadaan yang memberatkan. Hubungan antarunsur inilah yang menentukan apakah perbuatan pelaku dapat diproses sebagai pencurian dengan pemberatan. Penegasan ini penting agar analisis hukum tidak hanya berhenti pada hilangnya barang, tetapi juga menilai cara pelaku menembus perlindungan rumah korban. Uraian ini juga memperjelas dasar normatif yang dipakai untuk membaca fakta perkara secara lebih terarah.[footnoteRef:45] [45: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Kualifikasi pencurian dengan pemberatan juga penting untuk membedakan antara pencurian yang terjadi karena kesempatan biasa dan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak perlindungan rumah. Dalam perkara ini, pelaku tidak menemukan  di ruang publik, melainkan mengambilnya setelah membuka paksa pintu rumah. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perbuatannya memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dan lebih tepat dianalisis dalam kerangka pencurian dengan pemberatan. Dari sudut pembuktian, fakta mengenai alat dan cara masuk menjadi jembatan untuk membedakan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan. Dengan begitu, unsur pemberatan memperoleh dukungan dari kronologi dan bukan hanya dari kesimpulan penyidik.[footnoteRef:46] [46: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, 05 Juni 2026.] 

Dalam praktik di Polsek Indrapura, pengaturan hukum pencurian dengan pemberatan menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai hubungan antara perbuatan pelaku, alat yang digunakan, dan barang yang diambil. Penyidik tidak cukup hanya membuktikan bahwa  hilang, tetapi juga harus membuktikan bagaimana pelaku masuk ke rumah, dari mana pelaku mengambil barang, dan tindakan apa yang dilakukan setelah barang berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, rumah yang sedang tidak dihuni tetap menjadi ruang privat yang secara hukum harus dilindungi dari tindakan memasuki tanpa hak. Perlindungan tersebut tetap melekat meskipun korban sedang meninggalkan rumah untuk sementara waktu.[footnoteRef:47] [47: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, 05 Juni 2026.] 

Pengaturan hukum pidana terhadap pencurian dengan pemberatan harus dipahami sebagai perlindungan terhadap kepemilikan dan penguasaan yang sah. Ketika pelaku mengambil  dari rumah korban tanpa izin, maka ia telah mengalihkan penguasaan barang secara melawan hukum. Cara pelaku membongkar rumah mempertegas bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan karena kesalahpahaman, tetapi karena adanya niat untuk menguasai barang milik orang lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberatan pidana bukan sekadar soal ancaman hukuman, melainkan juga respons hukum terhadap modus yang lebih meresahkan. Pembedaan ini penting agar respons hukum sebanding dengan tingkat bahaya perbuatan pelaku.[footnoteRef:48] [48: R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 376.] 

Objek pencurian berupa  juga perlu dipahami sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi dan nilai fungsional.  sering digunakan untuk bekerja, belajar, menyimpan dokumen pribadi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, hilangnya  tidak hanya merugikan korban dari sisi harga barang, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas korban dan menimbulkan kerugian lain yang sulit diukur secara langsung. Keberadaan alat tersebut juga membantu penyidik menjelaskan bahwa pembongkaran bukan akibat kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian perbuatan yang direncanakan. Dalam perkara pencurian, alat yang dibawa pelaku sering menjadi bukti awal tentang adanya niat tertentu.[footnoteRef:49] [49: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban dalam perkara pencurian  di Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Dalam konteks hukum pidana, penggunaan alat seperti linggis dapat menjadi petunjuk penting mengenai adanya persiapan sebelum pencurian dilakukan. Alat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana membuka pintu, tetapi juga menunjukkan bahwa pelaku telah memperhitungkan kemungkinan adanya penghalang untuk masuk ke rumah korban. Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan menjadi tepat karena perbuatan pelaku memperlihatkan kesengajaan yang lebih kuat. Dalam praktik, nilai fungsional seperti ini sering memperbesar kerugian korban karena data pekerjaan, dokumen pribadi, dan akses digital ikut terganggu. Kerugian seperti itu perlu diperhatikan karena akibat pencurian tidak selalu berhenti pada harga barang.[footnoteRef:50] [50: Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 91.] 

Pengaturan hukum pencurian dengan pemberatan juga berkaitan dengan upaya mencegah perbuatan yang dilakukan dengan modus tertentu. Apabila pencurian dengan cara membongkar rumah diperlakukan sama dengan pencurian biasa, maka hukum tidak memberikan perbedaan terhadap tingkat bahaya perbuatan. Padahal, pembongkaran rumah menunjukkan adanya keberanian, persiapan, dan risiko kerugian tambahan yang dapat dialami korban selain hilangnya barang. Oleh karena itu, penguasaan barang hasil curian harus dinilai bersama dengan cara pelaku memperoleh barang tersebut dari tempat penyimpanan korban. Penilaian seperti ini membuat analisis hukum lebih sesuai dengan karakter perkara yang terjadi di lapangan.[footnoteRef:51] [51: P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 47.] 

Rumah kosong tetap merupakan objek yang dilindungi hukum, sebab ketiadaan penghuni pada saat kejadian tidak menghilangkan hak pemilik atas keamanan rumah dan barang-barang di dalamnya. Justru keadaan rumah yang sedang kosong sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperkecil risiko diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, hukum pidana perlu memberikan penilaian yang lebih tegas terhadap pencurian yang dilakukan dengan cara memasuki atau membongkar rumah kosong. Langkah seperti ini penting untuk menjaga agar penggunaan pasal tidak hanya berdasarkan pengakuan, tetapi berdasarkan konstruksi fakta yang dapat diuji. Konstruksi tersebut sekaligus memperkuat profesionalitas penyidikan dalam menentukan pasal yang tepat.[footnoteRef:52] [52: Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 31.] 

Dalam perkara pencurian , unsur pemberatan tidak hanya bertumpu pada nilai barang yang diambil, tetapi terutama pada cara pelaku memasuki rumah korban. Penggunaan linggis untuk membuka pintu belakang menunjukkan adanya tindakan paksa terhadap akses masuk rumah, sehingga peristiwa tersebut berbeda dengan pencurian yang terjadi karena barang diletakkan di tempat terbuka. Keadaan ini memperkuat dasar penerapan norma pencurian dengan pemberatan karena pelaku melakukan usaha tambahan untuk menembus perlindungan fisik tempat tinggal korban. Penilaian tersebut juga membantu membangun argumentasi bahwa cara melakukan perbuatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur pemberatan. Dengan demikian, unsur pemberatan tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada rangkaian perbuatan pelaku.[footnoteRef:53] [53: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Pengaturan hukum terhadap pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong perlu dilihat dari sifat perbuatannya yang tidak hanya mengambil barang, tetapi juga memasuki ruang tempat tinggal orang lain secara tidak sah. Dalam keadaan demikian, perbuatan pelaku memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak milik dan rasa aman penghuni rumah, sehingga pencurian tersebut memiliki bobot kesalahan yang lebih berat daripada pencurian biasa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan menjadi relevan untuk memberikan batas hukum yang jelas terhadap cara pelaku melakukan pencurian. Dengan kerangka demikian, uraian hukum menjadi lebih sistematis karena setiap unsur pasal ditempatkan sesuai fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Kerangka ini juga membantu menjaga konsistensi antara fakta BAP dan norma hukum pidana.[footnoteRef:54] [54: Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong menempatkan perbuatan pelaku sebagai perbuatan yang lebih berat daripada pencurian biasa. Hal ini karena pelaku tidak hanya menyerang hak milik korban, tetapi juga melanggar keamanan tempat tinggal korban.[footnoteRef:55] [55:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Aksara Baru: Jakarta, 1983), hlm. 75.] 

[bookmark: _Toc239848502]B. 	Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian  dengan Cara Membongkar Rumah Kosong dalam Perkara di Polsek Indrapura
Penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam perkara di Polsek Indrapura harus dimulai dari penilaian terhadap fakta peristiwa. Fakta tersebut meliputi adanya laporan korban, hilangnya , keadaan rumah yang dibongkar, serta dugaan keterlibatan pelaku dalam peristiwa tersebut.[footnoteRef:56] [56: Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Unsur pertama yang harus diterapkan adalah unsur setiap orang atau pelaku tindak pidana. Unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang diduga melakukan pencurian, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.[footnoteRef:57] [57: Pasal 145, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dalam perkara pencurian , unsur pelaku dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, pengakuan tersangka, rekaman CCTV, jejak keberadaan pelaku, atau ditemukannya barang bukti dalam penguasaan pelaku. Penyidik harus memastikan bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka benar-benar memiliki hubungan dengan peristiwa pencurian.[footnoteRef:58] [58: Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Unsur berikutnya adalah perbuatan mengambil. Dalam perkara ini, mengambil berarti pelaku memindahkan  dari penguasaan korban ke dalam penguasaan pelaku tanpa izin. Unsur ini menjadi inti dari tindak pidana pencurian karena tanpa adanya pengambilan barang, tindak pidana pencurian belum terjadi.[footnoteRef:59] [59: Pasal 476, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Penerapan unsur mengambil dapat dilihat dari hilangnya  dari rumah korban setelah pelaku masuk ke dalam rumah. Apabila  sebelumnya berada di rumah korban dan setelah peristiwa ditemukan berada pada pelaku atau berpindah karena tindakan pelaku, maka unsur mengambil dapat dianggap terpenuhi.[footnoteRef:60] [60:  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 250.] 

Unsur barang dalam perkara ini adalah merupakan benda bergerak yang dapat dipindahkan, dimiliki, dan bernilai ekonomi. Oleh karena itu,  dapat menjadi objek tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana.[footnoteRef:61] [61:  Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Refika Aditama: Bandung, 2012), hlm. 16.] 

Selain bernilai ekonomi,  juga memiliki nilai fungsional bagi korban.  dapat digunakan untuk bekerja, belajar, menyimpan dokumen, dan menyimpan data pribadi. Hal ini membuat akibat pencurian  tidak hanya berupa kerugian harga barang, tetapi juga kerugian atas data dan aktivitas korban.[footnoteRef:62] [62:  Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 101.] 

Unsur milik orang lain diterapkan dengan melihat kepemilikan atau penguasaan sah korban terhadap  tersebut. Dalam penyidikan, unsur ini dapat dibuktikan melalui keterangan korban, bukti pembelian, tanda kepemilikan, nomor seri, atau data yang tersimpan di dalam .[footnoteRef:63] [63: Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menunjukkan bahwa pelaku memiliki kehendak untuk menguasai  tanpa hak. Maksud tersebut dapat terlihat dari tindakan membawa  pergi, menyembunyikan , menjual , atau tidak mengembalikannya kepada korban.[footnoteRef:64] [64:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 61.] 

Dalam perkara di Polsek Indrapura, penerapan unsur melawan hukum dapat dilihat dari tidak adanya izin korban kepada pelaku untuk masuk ke rumah dan mengambil. Perbuatan pelaku bertentangan dengan hak milik korban dan tidak memiliki dasar hukum yang membenarkannya.[footnoteRef:65] [65: Pasal 476, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Unsur pemberatan dalam perkara ini terletak pada cara pelaku melakukan pencurian, yaitu dengan membongkar rumah kosong. Cara tersebut menunjukkan adanya tindakan aktif untuk membuka akses secara tidak sah ke dalam rumah korban.[footnoteRef:66] [66: Pasal 477 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Pembongkaran rumah dapat dibuktikan melalui adanya kerusakan fisik pada pintu, jendela, kunci, engsel, ventilasi, atau bagian rumah lainnya. Kerusakan tersebut harus dikaitkan dengan peristiwa masuknya pelaku dan hilangnya  korban.[footnoteRef:67] [67: Pasal 75, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Penerapan unsur membongkar tidak harus selalu berarti rumah rusak berat. Sepanjang terdapat tindakan membuka secara paksa atau merusak bagian tertentu agar pelaku dapat masuk, maka unsur cara melakukan pencurian yang memberatkan dapat dipertimbangkan.[footnoteRef:68] [68:  P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Sinar Baru: Bandung, 1989), hlm. 34.] 

Menurut hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H. pada tanggal 05 Juni 2026, penyidik dalam perkara pencurian dengan pemberatan terlebih dahulu mengamati kondisi tempat kejadian perkara. Pemeriksaan tempat kejadian perkara penting untuk menemukan hubungan antara bekas pembongkaran dan hilangnya barang milik korban.[footnoteRef:69] [69: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Penyidik juga menjelaskan bahwa olah tempat kejadian perkara dilakukan untuk memastikan apakah pelaku masuk melalui pintu, jendela, atau bagian lain dari rumah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik dapat memperkuat penerapan unsur pencurian dengan pemberatan.[footnoteRef:70] [70: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Bripka Candra Simarmata dalam wawancara tanggal 05 Juni 2026 menerangkan bahwa keterangan korban biasanya menjadi titik awal penyidikan. Korban menjelaskan keadaan rumah sebelum ditinggalkan, posisi , serta kondisi rumah setelah diketahui terjadi pencurian.[footnoteRef:71] [71: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Keterangan saksi juga menjadi alat penting dalam menerapkan unsur tindak pidana. Saksi dapat berasal dari tetangga, keluarga korban, warga sekitar, atau orang yang melihat pelaku berada di sekitar lokasi sebelum atau sesudah kejadian.[footnoteRef:72] [72: Pasal 1 angka 26, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Dalam perkara rumah kosong, saksi terkadang tidak melihat langsung perbuatan pelaku. Namun, saksi tetap dapat memberikan keterangan mengenai keadaan sekitar, suara mencurigakan, keberadaan orang asing, atau waktu ketika korban mengetahui  telah hilang.[footnoteRef:73] [73: Pasal 185, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Barang bukti menjadi bagian penting untuk membuktikan unsur tindak pidana. Barang bukti dapat berupa  hasil curian, alat pembongkar, pecahan kunci, rekaman CCTV, atau barang lain yang berhubungan dengan perbuatan pelaku.[footnoteRef:74] [74: Pasal 39 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Apabila  ditemukan pada pelaku, penyidik perlu memastikan bahwa  tersebut adalah barang yang sama dengan milik korban. Pencocokan dapat dilakukan melalui ciri fisik, nomor seri, data pengguna, merek, warna, atau keterangan korban mengenai identitas .[footnoteRef:75] [75: Pasal 184 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Penerapan unsur pencurian juga harus memperhatikan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan hilangnya . Artinya, hilangnya  harus merupakan akibat dari tindakan pelaku yang masuk ke rumah dan mengambil barang tersebut.[footnoteRef:76] [76:  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Rajawali Pers: Jakarta, 2014), hlm. 69.] 

Dalam praktik penyidikan, pengakuan tersangka dapat membantu mengungkap kronologi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar. Penyidik tetap memerlukan alat bukti lain agar penerapan unsur tindak pidana menjadi kuat.[footnoteRef:77] [77: Pasal 189, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H. menjelaskan bahwa penyidik harus berhati-hati dalam membedakan pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan. Apabila terbukti pelaku masuk dengan cara merusak atau membongkar rumah, maka penerapan pasal pemberatan menjadi lebih tepat.[footnoteRef:78] [78: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Bripka Candra Simarmata juga menyampaikan bahwa kendala penyidikan biasanya muncul apabila rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada saksi yang melihat langsung. Dalam keadaan seperti itu, penyidik mengandalkan petunjuk dari TKP, barang bukti, dan keterangan setelah peristiwa terjadi.[footnoteRef:79] [79: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Penerapan unsur waktu kejadian juga dapat membantu memperjelas perkara. Apabila pencurian dilakukan pada malam hari atau pada saat rumah benar-benar tidak dihuni, keadaan tersebut dapat memperkuat analisis bahwa pelaku sengaja memilih waktu yang aman untuk melakukan pencurian.[footnoteRef:80] [80: Pasal 477 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Unsur kesengajaan dapat dilihat dari rangkaian tindakan pelaku. Pelaku yang datang ke rumah kosong, membongkar akses masuk, mengambil , lalu membawa pergi barang tersebut menunjukkan adanya kehendak sadar untuk melakukan pencurian.[footnoteRef:81] [81:  Sudarto, Hukum Pidana I, (Yayasan Sudarto: Semarang, 1990), hlm. 42.] 

Dalam hukum pidana, kesengajaan tidak selalu harus dibuktikan melalui pengakuan langsung. Kesengajaan dapat disimpulkan dari tindakan objektif pelaku sebelum, saat, dan sesudah melakukan pencurian.[footnoteRef:82] [82:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 64.] 

Perbuatan membongkar rumah juga dapat menunjukkan adanya persiapan. Apabila pelaku membawa alat tertentu, memilih waktu tertentu, atau mengetahui rumah sedang kosong, maka hal itu dapat memperkuat dugaan bahwa perbuatan dilakukan secara sengaja.[footnoteRef:83] [83:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 52.] 

Penerapan unsur tindak pidana pencurian harus dilakukan secara kumulatif. Artinya, seluruh unsur pokok harus terpenuhi, mulai dari pelaku, perbuatan mengambil, objek barang, kepemilikan orang lain, maksud melawan hukum, hingga unsur pemberatan.[footnoteRef:84] [84:  S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, 1996), hlm. 207.] 

Apabila salah satu unsur pokok tidak terbukti, maka penerapan pasal pencurian dengan pemberatan dapat menjadi lemah. Oleh karena itu, penyidik harus menyusun berkas perkara secara cermat agar setiap unsur didukung oleh alat bukti yang sah.[footnoteRef:85] [85: Pasal 183, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Dalam perkara di Polsek Indrapura, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik menempatkan pembuktian unsur sebagai dasar utama sebelum perkara dilimpahkan ke tahap berikutnya. Hal ini dilakukan agar perkara tidak hanya kuat secara kronologi, tetapi juga kuat secara hukum.[footnoteRef:86] [86: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Penerapan unsur-unsur tindak pidana juga menunjukkan bahwa penyidikan bukan sekadar mencari pelaku, tetapi membangun hubungan hukum antara perbuatan, alat bukti, dan pasal yang disangkakan. Dengan demikian, penyidikan menjadi tahap penting dalam memastikan kepastian hukum.[footnoteRef:87] [87:  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 109.] 

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan unsur-unsur pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong di Polsek Indrapura dilakukan melalui pembuktian terhadap barang yang dicuri, cara pelaku masuk, hubungan pelaku dengan barang bukti, dan keterangan para pihak. Seluruh unsur tersebut harus saling mendukung agar perkara dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan.[footnoteRef:88] [88: Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara ini dapat diterapkan apabila terbukti bahwa pelaku mengambil  milik korban secara melawan hukum dengan cara membongkar rumah kosong. Penerapan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan konstruksi hukum yang tepat terhadap pelaku.[footnoteRef:89] [89: Pasal 476 jo. Pasal 477, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dengan demikian, penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini harus dibangun secara berlapis, mulai dari perbuatan mengambil, objek berupa , kepemilikan korban, sifat melawan hukum, kesengajaan, hingga cara membongkar rumah sebagai pemberatan. Apabila seluruh unsur tersebut didukung oleh alat bukti yang sah, maka penerapan hukum pidana terhadap pelaku menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini penting agar setiap unsur yang diterapkan memiliki dasar faktual dan tidak hanya disimpulkan dari dugaan awal penyidik. Ketelitian ini diperlukan karena kesalahan membaca fakta dapat berdampak pada lemahnya pembuktian perkara.[footnoteRef:90] [90: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, 05 Juni 2026.] 

Penyidik juga harus menilai tindakan pelaku setelah pencurian dilakukan. Tindakan menyembunyikan , membuang linggis, dan menjual  menunjukkan adanya upaya menghilangkan jejak serta menguasai hasil pencurian. Fakta setelah peristiwa ini dapat menjadi petunjuk yang memperkuat unsur maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Identifikasi pelaku melalui keterangan dan dokumen penyidikan perlu diperkuat dengan keadaan lain yang menunjukkan hubungan pelaku dengan objek pencurian. Identitas dan peran pelaku harus diletakkan dalam hubungan langsung dengan tindakan mengambil barang.[footnoteRef:91] [91: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Barang bukti memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan unsur tindak pidana. Apabila  hasil curian, alat linggis, atau bukti penjualan dapat dikaitkan dengan keterangan tersangka dan korban, maka rangkaian pembuktian menjadi lebih kuat. Barang bukti juga membantu penyidik menunjukkan bahwa peristiwa yang dilaporkan korban benar-benar berkaitan dengan tindakan pelaku. Pada tahap ini, unsur mengambil menjadi nyata karena korban kehilangan penguasaan efektif atas  dan pelaku memperoleh penguasaan fisik terhadap barang tersebut. Pada titik ini, penguasaan pelaku atas  menjadi indikator penting terpenuhinya unsur pencurian.[footnoteRef:92] [92: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Penerapan unsur kesengajaan dapat dilihat dari rangkaian tindakan pelaku yang tidak bersifat kebetulan. Pelaku mengamati rumah kosong, menuju pintu belakang, menggunakan linggis, masuk ke rumah, mengambil , menyembunyikan barang, lalu menjualnya. Rangkaian tersebut memperlihatkan adanya kehendak untuk melakukan pencurian dan memperoleh manfaat dari barang yang diambil. Kepemilikan korban atas  juga dapat diperkuat melalui ciri barang, keterangan penggunaan sehari-hari, dan kesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan. Bukti kepemilikan juga menghindari keraguan mengenai siapa pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut.[footnoteRef:93] [93: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 158.] 

Unsur pemberatan harus dibuktikan melalui tindakan membongkar atau merusak bagian rumah yang menjadi akses masuk. Dalam perkara ini, penggunaan linggis untuk membuka pintu belakang menunjukkan adanya tindakan fisik terhadap bagian rumah. Karena itu, penyidik perlu menghubungkan keterangan tersangka dengan kondisi pintu, alat yang digunakan, dan keterangan korban atau saksi mengenai keadaan rumah setelah kejadian. Karena itu, sifat melawan hukum tidak hanya tampak dari hilangnya , tetapi juga dari pelanggaran terhadap hak korban atas rumahnya. Pelanggaran terhadap rumah korban memperlihatkan bahwa perbuatan pelaku memiliki dimensi kerugian yang lebih luas.[footnoteRef:94] [94: Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Unsur melawan hukum terlihat dari cara pelaku memasuki rumah korban tanpa izin dan mengambil  yang berada di dalam rumah. Tidak adanya hubungan hak antara pelaku dengan rumah maupun  menunjukkan bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Keadaan ini semakin kuat karena pelaku tidak datang sebagai tamu atau pihak yang diberi izin, tetapi masuk melalui pintu belakang setelah melakukan pembongkaran. Pembuktian terhadap kerusakan atau bekas paksa pada akses masuk perlu diuraikan secara rinci agar unsur pemberatan tidak bersifat asumtif. Oleh sebab itu, dokumentasi TKP menjadi bagian penting dalam memperkuat penerapan pasal pemberatan.[footnoteRef:95] [95: Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.] 

Unsur barang milik orang lain dapat dibuktikan melalui keterangan korban mengenai kepemilikan  dan keadaan  sebelum hilang. Keterangan korban penting untuk menjelaskan bahwa  tersebut bukan milik pelaku dan tidak pernah diberikan kepada pelaku. Dengan demikian, penguasaan pelaku terhadap  setelah kejadian tidak memiliki dasar hukum yang sah. Kesengajaan seperti ini dapat ditarik dari tindakan nyata pelaku karena hukum pidana tidak selalu menuntut adanya pernyataan niat secara eksplisit. Kesimpulan mengenai kesengajaan harus dibangun dari fakta objektif yang berhubungan satu sama lain.[footnoteRef:96] [96: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban dalam perkara pencurian  di Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Unsur mengambil dalam perkara ini tampak dari berpindahnya  dari penguasaan korban ke dalam penguasaan pelaku.  yang semula berada di rumah korban kemudian dibawa keluar dan disembunyikan oleh pelaku. Perpindahan penguasaan ini merupakan inti dari perbuatan pencurian, sebab korban kehilangan kontrol atas barangnya tanpa persetujuan atau kehendak dari dirinya. Pengamanan barang bukti yang baik juga diperlukan agar tidak terjadi keraguan mengenai asal-usul, kondisi, dan keterkaitan barang dengan perkara. Barang bukti yang terjaga juga memperkuat hubungan antara peristiwa, pelaku, dan objek tindak pidana.[footnoteRef:97] [97: Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Unsur pelaku dalam perkara ini dapat dinilai dari identitas tersangka dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan. Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan menerangkan rangkaian tindakan yang dilakukannya mulai dari melihat rumah kosong sampai membawa  keluar dari rumah. Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menghubungkan subjek hukum dengan perbuatan pidana yang sedang disidik. Perbuatan setelah kejadian sering menjadi indikator penting karena dapat menunjukkan apakah pelaku memang berniat menguasai barang secara permanen. Tindakan tersebut dapat memperlihatkan bahwa pelaku tidak berniat mengembalikan barang kepada korban.[footnoteRef:98] [98: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Penerapan unsur tindak pidana dalam perkara di Polsek Indrapura harus dilakukan dengan memperhatikan fakta yang diperoleh sejak tahap awal penyidikan. Fakta tersebut meliputi laporan korban, kondisi rumah setelah kejadian, barang yang hilang, alat yang diduga digunakan pelaku, serta keterangan tersangka. Setiap fakta tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling mendukung agar unsur pencurian dengan pemberatan dapat diterapkan secara tepat. Oleh sebab itu, penerapan unsur dalam perkara ini harus ditulis secara runtut agar pembaca dapat melihat hubungan antara fakta lapangan dan norma pidana. Runtutan analisis ini memudahkan pembahasan untuk menunjukkan terpenuhinya unsur pidana secara lengkap.[footnoteRef:99] [99: Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Kesimpulannya, penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara di Polsek Indrapura menunjukkan bahwa pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan apabila didukung oleh alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, ketelitian penyidik sangat menentukan kekuatan pembuktian perkara.[footnoteRef:100] [100:  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), hlm. 76.] 

[bookmark: _Toc239848503]C. 	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Cara Membongkar Rumah Kosong Ditinjau dari Hukum Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, pertanggungjawaban pidana pelaku baru dapat dibebankan apabila perbuatan dan kesalahan pelaku terbukti.[footnoteRef:101] [101:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Aksara Baru: Jakarta, 1983), hlm. 78.] 

Hukum pidana tidak hanya menilai adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga menilai keadaan batin pelaku. Oleh karena itu, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan, melainkan juga harus terbukti memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.[footnoteRef:102] [102:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 37.] 

Dalam perkara pencurian, bentuk kesalahan yang paling relevan adalah kesengajaan. Pelaku yang membongkar rumah kosong dan mengambil  pada umumnya melakukan perbuatan dengan sadar, mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain, dan tetap menghendaki penguasaan terhadap barang tersebut.[footnoteRef:103] [103:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 66.] 

Pertanggungjawaban pidana pelaku juga berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Pelaku harus berada dalam keadaan mampu memahami perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya ketika melakukan tindak pidana.[footnoteRef:104] [104: Pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Apabila pelaku merupakan orang dewasa dan tidak terdapat alasan yang menghapus kemampuan bertanggung jawab, maka pelaku pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan dapat dijatuhi pidana.[footnoteRef:105] [105:  R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, (Tiara: Jakarta, 1959), hlm. 91.] 

Dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, kesengajaan pelaku dapat dilihat dari tindakannya memilih rumah yang kosong, membongkar bagian rumah, masuk tanpa izin, mengambil , dan membawa  tersebut keluar dari penguasaan korban.[footnoteRef:106] [106: Pasal 476 dan Pasal 477, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Perbuatan membongkar rumah menunjukkan adanya kehendak yang lebih kuat dibandingkan pencurian yang dilakukan secara spontan. Pelaku harus melakukan upaya tertentu agar dapat masuk ke rumah, sehingga tindakan tersebut memperlihatkan adanya persiapan dan kesadaran terhadap akibat perbuatannya.[footnoteRef:107] [107:  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013), hlm. 185.] 

Pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan tidak adanya alasan pembenar. Dalam perkara ini, pelaku tidak memiliki hak untuk masuk ke rumah korban dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil  korban.[footnoteRef:108] [108: Pasal 31, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Selain alasan pembenar, penyidik juga perlu menilai ada atau tidaknya alasan pemaaf. Apabila tidak ditemukan keadaan seperti gangguan jiwa, daya paksa, atau keadaan lain yang menghapus kesalahan, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:109] [109: Pasal 40, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Menurut hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H. pada tanggal 05 Juni 2026, penyidik menilai pertanggungjawaban pidana pelaku dari hubungan antara perbuatan pelaku, niat mengambil barang, serta alat bukti yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan pencurian secara sadar.[footnoteRef:110] [110: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Penyidik juga menjelaskan bahwa dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah, pelaku biasanya tidak dapat beralasan bahwa perbuatannya terjadi tanpa sengaja. Hal ini karena tindakan membongkar rumah merupakan perbuatan aktif yang sulit dipisahkan dari niat untuk masuk dan mengambil barang.[footnoteRef:111] [111: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Bripka Candra Simarmata dalam wawancara tanggal 05 Juni 2026 menyampaikan bahwa barang bukti berupa  hasil curian memiliki peran penting dalam menilai pertanggungjawaban pelaku. Apabila  berada dalam penguasaan pelaku, maka penyidik menelusuri bagaimana barang tersebut dapat dikuasai oleh pelaku.[footnoteRef:112] [112: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada penguasaan barang bukti, tetapi juga harus didukung oleh rangkaian fakta lain. Misalnya, adanya bekas pembongkaran, keterangan saksi, pengakuan pelaku, atau petunjuk lain yang menunjukkan keterlibatan pelaku dalam pencurian.[footnoteRef:113] [113: Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Dalam hukum pidana, hubungan antara perbuatan dan akibat menjadi penting. Pelaku bertanggung jawab apabila perbuatannya membongkar rumah dan mengambil  menimbulkan akibat berupa hilangnya barang milik korban dan kerugian bagi korban.[footnoteRef:114] [114:  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Rajawali Pers: Jakarta, 2014), hlm. 71.] 

Kerugian korban dalam perkara ini tidak hanya berupa kehilangan , tetapi juga dapat berupa kerusakan rumah akibat pembongkaran. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dipandang lebih berat karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian ganda bagi korban.[footnoteRef:115] [115:  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Kencana: Jakarta, 2007), hlm. 38.] 

Pertanggungjawaban pidana pelaku juga dipengaruhi oleh cara melakukan tindak pidana. Cara membongkar rumah kosong menunjukkan adanya sifat melawan hukum yang lebih nyata karena pelaku mengabaikan hak korban atas rumah dan barang miliknya.[footnoteRef:116] [116: Pasal 477 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Unsur kesengajaan pelaku dapat dinilai dari tindakan setelah pencurian. Apabila pelaku menyembunyikan , menjual , menghapus data, atau mengalihkan barang kepada orang lain, maka tindakan tersebut memperkuat dugaan bahwa pelaku memang bermaksud memiliki barang secara melawan hukum.[footnoteRef:117] [117:  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Refika Aditama: Bandung, 2011), hlm. 73.] 

IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H. menjelaskan bahwa penyidik juga mempertimbangkan motif pelaku dalam melakukan pencurian. Meskipun motif ekonomi sering menjadi alasan, motif tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena hukum tetap melindungi hak milik korban.[footnoteRef:118] [118: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Bripka Candra Simarmata menyampaikan bahwa dalam beberapa perkara, pelaku mengakui mengambil barang karena kebutuhan ekonomi. Namun, alasan ekonomi hanya dapat menjadi pertimbangan sosial, bukan alasan yang membenarkan perbuatan mencuri.[footnoteRef:119] [119: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara pencurian dengan pemberatan tetap harus memperhatikan asas legalitas. Pelaku hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah mengatur perbuatan tersebut sebelum atau pada saat perbuatan dilakukan.[footnoteRef:120] [120: Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dalam perkara yang terjadi setelah berlakunya KUHP baru, penerapan pertanggungjawaban pidana perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun, pemahaman terhadap KUHP lama tetap dapat digunakan sebagai bahan perbandingan akademik karena memiliki konsep yang berhubungan.[footnoteRef:121] [121: Pasal 476 dan Pasal 477, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pidana tidak hanya bertujuan membalas perbuatan pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana, memperbaiki pelaku, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.[footnoteRef:122] [122: Pasal 51, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, pemidanaan terhadap pelaku diharapkan memberikan efek jera. Selain itu, penegakan hukum juga diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat bahwa rumah dan harta benda mereka dilindungi oleh hukum.[footnoteRef:123] [123:  Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Alumni: Bandung, 2002), hlm. 45.] 

Penerapan pertanggungjawaban pidana juga harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka. Meskipun pelaku diduga melakukan pencurian dengan pemberatan, proses penyidikan tetap harus berjalan sesuai prosedur hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia.[footnoteRef:124] [124: Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Penyidik harus memastikan bahwa pemeriksaan tersangka dilakukan secara sah, tidak memaksa, dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Hal ini penting agar pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku didasarkan pada proses hukum yang benar.[footnoteRef:125] [125: Pasal 117, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Dalam wawancara, IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H. menerangkan bahwa penyidik di Polsek Indrapura berupaya menyusun berkas perkara berdasarkan alat bukti yang saling berkaitan. Dengan cara ini, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi pada pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.[footnoteRef:126] [126: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Bripka Candra Simarmata juga menyatakan bahwa penyidik pembantu berperan dalam melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi, dan mengamankan barang bukti. Peran tersebut penting untuk memastikan bahwa proses pembuktian terhadap pelaku berjalan lengkap dan sistematis.[footnoteRef:127] [127: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, tanggal 05 Juni 2026.] 

Pertanggungjawaban pidana pelaku juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya penyertaan. Apabila pencurian dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka penyidik perlu menilai peran masing-masing pelaku, apakah sebagai pelaku utama, pembantu, atau pihak yang turut serta.[footnoteRef:128] [128: Pasal 20, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Apabila terdapat pihak yang membantu menjual atau menyembunyikan  hasil curian, maka pihak tersebut dapat diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah terlibat dalam pencurian atau masuk dalam perbuatan lain seperti penadahan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat berkembang sesuai fakta penyidikan.[footnoteRef:129] [129: Pasal 591, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, pertanggungjawaban pidana pelaku semakin kuat apabila terdapat kesesuaian antara keterangan korban, saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka. Kesesuaian tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menyimpulkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan pelaku.[footnoteRef:130] [130: Pasal 184 dan Pasal 185, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Pertanggungjawaban pidana tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan. Pelaku harus diproses sesuai hukum, tetapi korban juga harus memperoleh perlindungan atas kerugian yang dialaminya.[footnoteRef:131] [131:  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 30.] 

Dalam konteks ini, korban pencurian  memiliki kepentingan agar barangnya kembali atau kerugiannya dipertimbangkan dalam proses hukum. Oleh karena itu, penyidik perlu mencatat kerugian korban secara jelas dalam berkas perkara.[footnoteRef:132] [132: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.] 

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong pada akhirnya bertumpu pada terbuktinya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Apabila keduanya terbukti, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.[footnoteRef:133] [133:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Aksara Baru: Jakarta, 1983), hlm. 81.] 

Berdasarkan uraian tersebut, pelaku pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya dilakukan secara sadar, melawan hukum, dan merugikan korban. Cara membongkar rumah menjadi faktor yang memperberat karena menunjukkan adanya kesengajaan yang lebih nyata.[footnoteRef:134] [134:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 40.] 

Dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tersebut menjadi dasar bagi proses hukum lanjutan karena perbuatan pelaku tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Penilaian ini memastikan bahwa tanggung jawab pidana tidak dijatuhkan hanya berdasarkan akibat, tetapi berdasarkan perbuatan yang memenuhi unsur hukum. Hal ini sejalan dengan asas bahwa pidana harus dibebankan kepada orang yang benar-benar dapat dipersalahkan.[footnoteRef:135] [135: Hasil wawancara dengan IPDA Efan Hutabarat, S.H., M.H., Penyidik Polsek Indrapura, 05 Juni 2026.] 

Dalam praktik penyidikan, pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan harus dibangun secara objektif. Penyidik tidak hanya melihat bahwa pelaku mengakui perbuatannya, tetapi juga menilai alat yang digunakan, cara masuk ke rumah, posisi , tindakan setelah mengambil barang, dan keterangan pihak lain. Hal tersebut dilakukan agar berkas perkara memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Dengan demikian, hubungan batin pelaku dengan perbuatannya dapat dilihat dari pilihan sadar untuk menggunakan alat dan memasuki rumah orang lain. Kesadaran tersebut menjadi dasar penting untuk menilai bahwa perbuatan dilakukan secara sengaja.[footnoteRef:136] [136: Hasil wawancara dengan Bripka Candra Simarmata, Penyidik Pembantu Polsek Indrapura, 05 Juni 2026.] 

Penyidik dalam perkara ini perlu memastikan bahwa seluruh alat bukti telah saling bersesuaian sebelum menetapkan pertanggungjawaban pidana. Keterangan korban, keterangan tersangka, barang bukti, dan kronologi peristiwa harus mengarah pada kesimpulan yang sama. Kesesuaian tersebut penting agar penetapan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak hanya didasarkan pada pengakuan semata. Kemampuan menjelaskan peristiwa juga memberi petunjuk bahwa pelaku memahami keadaan sekitar dan akibat dari tindakan yang dilakukannya. Keterangan yang demikian memperkuat dugaan bahwa pelaku berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab.[footnoteRef:137] [137: Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Pertanggungjawaban pidana juga harus dihubungkan dengan akibat yang dialami korban. Korban tidak hanya kehilangan , tetapi juga mengalami kerugian akibat rusaknya akses rumah yang dibongkar. Dengan demikian, akibat perbuatan pelaku mencakup kerugian harta benda dan gangguan terhadap rasa aman korban atas tempat tinggalnya. Dalam hal ini, alasan kebutuhan pribadi tidak dapat meniadakan kewajiban hukum untuk menghormati hak milik orang lain. Dengan demikian, motif pribadi tidak dapat mengubah sifat melawan hukum dari perbuatan pencurian.[footnoteRef:138] [138: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban dalam perkara pencurian  di Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Tidak adanya alasan pemaaf juga memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana. Apabila pelaku berada dalam keadaan sadar, sehat, dan mampu memahami perbuatannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Dalam perkara ini, tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Ketiadaan izin dari korban menjadi fakta penting yang menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak memiliki pembenaran menurut hukum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan tindakan pelaku.[footnoteRef:139] [139: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 162.] 

Tidak adanya alasan pembenar menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tidak memiliki hak untuk masuk ke rumah korban, tidak memiliki izin untuk mengambil , dan tidak berada dalam keadaan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, perbuatan pelaku tetap bersifat melawan hukum dan dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Pemeriksaan terhadap kondisi pelaku harus tetap dilakukan secara hati-hati agar pertanggungjawaban pidana tidak mengabaikan prinsip kesalahan. Pemeriksaan yang cermat menjaga agar proses pidana tetap berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.[footnoteRef:140] [140: Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 92.] 

Dalam pertanggungjawaban pidana, motif ekonomi atau kebutuhan pribadi tidak menghapus kesalahan pelaku. Meskipun pelaku menggunakan hasil penjualan  untuk kebutuhan tertentu, tindakan mengambil barang milik orang lain dengan cara membongkar rumah tetap merupakan perbuatan yang dilarang. Motif hanya dapat dipahami sebagai latar belakang perbuatan, bukan sebagai alasan pembenar untuk menghilangkan sifat pidananya. Kerugian yang bersifat nonmaterial seperti rasa takut dan hilangnya rasa aman juga patut diperhatikan sebagai konteks sosial dari tindak pidana tersebut. Kerugian nonmaterial tersebut menjadi alasan mengapa perkara pencurian rumah kosong perlu ditangani serius.[footnoteRef:141] [141: Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 83.] 

Kemampuan bertanggung jawab pelaku juga dapat dilihat dari kemampuannya menjelaskan kronologi peristiwa secara runtut dalam pemeriksaan. Pelaku dapat menerangkan bagaimana ia berjalan kaki, melihat rumah kosong, membuka pintu belakang, mengambil , menyembunyikan barang, dan menjualnya. Keterangan yang runtut tersebut menunjukkan adanya kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan. Kesesuaian alat bukti menjadi dasar objektivitas penyidikan sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dibangun secara sepihak. Karena itu, pembuktian harus memperlihatkan kesesuaian antara keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti.[footnoteRef:142] [142: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Selain perbuatan pidana, unsur kesalahan menjadi dasar penting untuk membebankan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, kesalahan tampak dari kesengajaan pelaku membawa atau menggunakan linggis untuk membuka pintu rumah, lalu mengambil  yang bukan miliknya. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku mengetahui keadaan barang dan tetap menghendaki penguasaan terhadap  secara melawan hukum. Penilaian yang menyeluruh juga membantu membatasi kemungkinan kesalahan penerapan pasal dalam perkara pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini membantu penegak hukum melihat tanggung jawab pelaku secara proporsional.[footnoteRef:143] [143: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 151.] 

Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong harus dimulai dari terpenuhinya perbuatan pidana. Perbuatan pidana tersebut terlihat dari tindakan pelaku memasuki rumah korban tanpa hak, mengambil , dan membawa barang tersebut keluar dari penguasaan korban. Tanpa terbuktinya perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Dengan begitu, proses pertanggungjawaban pidana tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih nyata bagi korban. Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana harus memberi kepastian hukum sekaligus menjawab kerugian korban.[footnoteRef:144] [144: Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 39.] 

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada hilangnya , tetapi juga pada cara pelaku melakukan perbuatan, keadaan rumah korban, alat bukti yang ditemukan, dan kesalahan pelaku. Oleh sebab itu, pelaku dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepanjang seluruh unsur dan alat buktinya terpenuhi.[footnoteRef:145] [145: Pasal 476 jo. Pasal 477, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 
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